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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SAUBAH HIDAYAH binti M.ANSORI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Jalan Cempaka Kertak Baru RT.042 RW. 008 Kelurahan
Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

HAIRUDIN bin H.ASRAH, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Jalan Sungai
Tiung (samping Masjid Jami' Nurul Hasanah) RT.005 RW.002
Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12
Januari 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-

dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah
di Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Oktober 2006, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru berdasarkan
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Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.11.5/PW.01/001/DUP/2016

tanggal 11 Januari 2016;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat

berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat

Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah

dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6

tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah

dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama MUHAMMAD RIF'AT bin

HAIRUDIN, lahir tanggal 19 September 2008, saat ini berada dalam asuhan

Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan

tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok

mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat tidak mau bekerja dan pada saat Tergugat sudah
bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa
memperhatikan Penggugat dan keperluan rumah tangga. Untuk
memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan mengerjakan
berbagai macam pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan
rumah tangga;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan
dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangnya sering larut malam
bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu,
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tergugat hanya menjawab dari main ke rumah teman atau ke rumah Bos

Tergugat;

c. Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan pil zinet
sampai sering teler. Hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang
entah dengan jalan sempoyongan dan mata merah. Penggugat juga
sering menemukan pil tersebut di kantong celana Tergugat;

d. Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat mengenai keinginan
menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada tanggal 11 Mei 2015 berawal dari permasalahan yang sama, hingga
akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak
saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat
ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya

untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup

rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta
mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
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PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAIRUDIN bin H.ASRAH)
terhadap Penggugat (SAUBAH HIDAYAH binti M.ANSORI);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,
meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi
tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokok
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.17.11.5/PW.01/001/DUP/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

A. Saksi
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1. Hj. MARFUAH binti MUCHDAR, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di Cempaka Basung RT.05
RW.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
" Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hairudin
sebagai suami dari Penggugat;
. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, sekitar 10
tahun yang lalu;
" Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
" Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, namun sejak anak berumur satu tahun rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran;

" Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
" Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran yang terjadi antara

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan
minum obat-obatan terlarang;

" Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;

" Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah nafkah dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

" Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun;

. Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman
bersama adalah Penggugat, yaitu pulang ke rumah orang tuanya;

" Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Penggugat dari
kediaman bersama itu karena diusir atau tidak;

" Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak

pernah rukun lagi;
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" Bahwa selama ini pihak keluarga belum berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
" Bahwa selama ini saksi tidak pernah berupaya untuk menasehati
Penggugat dan Tergugat;
1. SYAMSURI bin H. ABD. KADIR, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Rema RT.08 RW.01
No.75 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kota Kabupaten
Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
" Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hairudin
sebagai suami dari Penggugat;
" Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan
Cempaka;
" Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
" Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun, antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
. Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, saksi hanya mengetahuinya dari penuturan Ibu Penggugat
kepada saksi;
. Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan
suka membesar-besarkan masalah, selain itu pihak keluarga Tergugat
tidak peduli terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
. Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah sekitar 1 tahun;
. Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman
bersama adalah Penggugat, yaitu pulang ke rumah orang tuanya;
. Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah berkumpul lagi;
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" Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling mengunjungi;

" Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat hanya memberi nafkah
untuk anaknya saja;

" Bahwa selama ini saksi pernah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan
saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-
alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada majelis hakim menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra
terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling
diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah
yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka meninggalkan rumah
kediaman bersama, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sampai sering
Teller, Penggugat dan tergugat selalu beda pendapat mengenai keinginan
menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya sejak tanggal
11 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas
adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan,
sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan
Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana
bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil
untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya,
sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus
dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;
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Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fighiyyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim:
V plls 569 vz pls preliwall oS> o oS> Wl 25 yo
a 5=
Artinya :"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,
maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan berdasarkan Pasal 27 Ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka
ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya
gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan
tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut
yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara
suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak
dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di
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hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P
maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam
gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama
Banjarbaru dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama
Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan
menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat,
sebab sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling
diam dan acuh yang disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara di atas
dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat
dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi
dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh
mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka
persidangan dari keluarga Penggugat yaitu bibi Penggugat bernama Hj.
MARFUAH binti MUCHDAR dan Paman Penggugat bernama SYAMSURI bin
H. ABD. KADIR yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang diajukan
Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak harmonis lagi sering
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk
dan minum-minuman obat terlarang dan sekarang Penggugat dan Tergugat
telah pisah selama 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat,
selama pisah Tergugat hanya ada datang untuk menjenguk dan memberi
nafkah kepada anaknya saja tidak untuk mengajak rukun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut
adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung
saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling
berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian
kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat
yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka
persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama
lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan fakta hukum

sebagai berikut:
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" Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami

isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2006, dan telah dikaruniai

1 orang anak bernama Muhammad Rif’at;

" Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

tahun 2012 sering terjadi pertengkaran;

. Bahwa penyebab pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka

mabuk dan minum-minuman obat terlarang;

" Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang

telah pisah selama 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan

Tergugat;

] Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang hanya untuk

menjenguk dan memberi nafkah kepada anaknya saja bukan untuk

mengajak rukun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan
perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
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- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa  terhadap unsur-unsur  tersebut  akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu
kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha
yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian
unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya,
Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk
dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup
alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jis.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya
“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas
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bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat
Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya
menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan
merukunkan Pengguga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage) karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan
usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil yang akhirnya
Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak saling memperdulikan lagi hak
dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menunjukkan antara
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul
kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik
terutama pihak Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar
tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vyaitu
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
tidak tercapai, Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan
ketentuan dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, dari perkataan lbnu

Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut:

a9 JS oo s s Vg Lo Juuaw ad 0l ] 095 Ol wrinis
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Artinya " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi‘at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan
bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan
demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut
karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya
membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan
Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesial Nomor 23 tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk
mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama
dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah
jatuh talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang -
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar
biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HAIRUDIN bin H.ASRAH )
terhadap Penggugat (SAUBAH HIDAYAH binti M.ANSORI );

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271.000 ,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman .Putusan No.0032/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 04 Februari
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh
Kami yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru AZIMAR
RUSYDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.
dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh NUZULA YUSTISIA, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUZULA YUSTISIA, S.H.I.
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,-
1. Proses : Rp  50.000,-

2. Panggilan : Rp 180.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 271.000,-

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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